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Abstrak

Indonesia as a rechtsstaat under Article 1(3) of the 1945 Constitution requires that every law
enforcement official, including prosecutors, remains subject to the rule of law and the principle
of equality before the law. Article 8(5) of Law Number 11 of 2021 on the Amendment to Law
Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office requires the Attorney General's approval before
a prosecutor may be summoned, examined, searched, arrested, or detained, a provision that
risks unequal legal treatment and conflicts of interest despite being intended to prevent bad-
faith criminalization of prosecutors. This study aims to analyze the juridical implications of the
revocation of prosecutorial immunity under Constitutional Court Decision Number 15/PUU-
XXIII/2025 from the perspectives of the rule of law and equality before the law. This research
employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with
primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively-analytically through
grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings reveal that
prosecutorial immunity is a form of limited functional immunity rather than absolute
protection, valid only insofar as a prosecutor acts within the scope of authority and in good
faith. The requirement of the Attorney General's approval may create conflicts of interest, delay
law enforcement, and increase the risk of impunity. The Constitutional Court's decision
reinforces accountability and equal treatment before the law without eliminating the guarantee
of prosecutorial independence, so that a more limited immunity framework, stronger oversight
mechanisms, and clear exceptions are necessary to uphold the rule of law and legal certainty.
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A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa setiap
warga negara, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada prinsip supremasi hukum dan
persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mensyaratkan persetujuan

Jaksa Agung sebelum dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan,



atau penahanan terhadap jaksa menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan
independensi profesi dan akuntabilitas hukum. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi
menciptakan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum serta membuka peluang terjadinya
konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum, meskipun di sisi lain dimaksudkan untuk
mencegah kriminalisasi terhadap jaksa yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good
Governance, 2011). Polemik tersebut kemudian memperoleh titik balik melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXII1/2025 yang pada pokoknya mengubah konstruksi
perlindungan hukum terhadap jaksa dengan menempatkan prinsip akuntabilitas dan persamaan
di hadapan hukum sebagai pertimbangan konstitusional yang lebih dominan. Putusan ini
memunculkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana pencabutan hak imunitas tetap mampu
menjamin independensi jaksa tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, serta bagaimana
implikasinya terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa sebagai pejabat publik.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana
implikasi yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15/PUU-XXII1/2025 ditinjau dari perspektif negara hukum dan prinsip equality before
the law.

Penelitian mengenai hak imunitas jaksa telah banyak dilakukan, namun masih
menunjukkan adanya kesenjangan yang membuka ruang bagi penelitian ini. Gunawan et al.
(2019) dalam kajiannya mengenai imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
menyimpulkan bahwa hak imunitas merupakan instrumen perlindungan bagi independensi
jaksa, tetapi belum mengkaji implikasi perubahan norma setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Silalahi (2020) melalui penelitian mengenai
penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam putusan Peradilan Tata
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sehingga tidak membahas hubungan antara imunitas jaksa dengan prinsip equality before the
law. Selanjutnya, Ari et al. (2025) telah mengkaji kekebalan kejaksaan dari perspektif
konstitusional atas Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, tetapi pembahasannya masih
terbatas pada aspek perlindungan konstitusional terhadap jaksa dan belum menganalisis secara
komprehensif implikasi yuridis pencabutan hak imunitas dalam kerangka negara hukum serta
prinsip equality before the law. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian
(research gap) berupa belum adanya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis
terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dengan
pendekatan negara hukum dan prinsip equality before the law sebagai landasan untuk menilai
keseimbangan antara independensi jaksa, akuntabilitas, dan persamaan kedudukan setiap orang
di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena
menawarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan konstruksi hak imunitas
jaksa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menghubungkan dimensi konstitusional,
administrasi negara, dan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam satu kerangka kajian.
Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan perspektif yang lebih
komprehensif terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-
XXII1/2025 yang mengubah konstruksi perlindungan hukum bagi jaksa. Berbeda dengan
penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada konsep hak imunitas sebagai instrumen
perlindungan profesi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atau
analisis konstitusional atas putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial, penelitian ini
mengintegrasikan analisis dari perspektif negara hukum (rechtstaat) dan prinsip equality
before the law untuk menilai keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa dengan
tuntutan akuntabilitas sebagai aparat penegak hukum. Keunikan penelitian ini terletak pada
upaya mengkaji secara normatif dampak pencabutan hak imunitas terhadap kepastian hukum,

independensi penuntutan, serta persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dalam



satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara,
tetapi juga diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan
pengaturan mengenai perlindungan profesi jaksa yang tetap selaras dengan prinsip negara
hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi
yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XXII1/2025 serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan equality
before the law.
B. METODE

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan perspektif yang lebih
komprehensif terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-
XXII1/2025 yang mengubah konstruksi perlindungan hukum bagi jaksa. Berbeda dengan
penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada konsep hak imunitas sebagai instrumen
perlindungan profesi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atau
analisis konstitusional atas putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial, penelitian ini
mengintegrasikan analisis dari perspektif negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip equality
before the law untuk menilai keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa dengan
tuntutan akuntabilitas sebagai aparat penegak hukum. Keunikan penelitian ini terletak pada
upaya mengkaji secara normatif dampak pencabutan hak imunitas terhadap kepastian hukum,
independensi penuntutan, serta persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dalam
satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara,
tetapi juga diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan
pengaturan mengenai perlindungan profesi jaksa yang tetap selaras dengan prinsip negara

hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi



yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XXII1/2025 serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan equality
before the law.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Normatif Hak Imunitas Jaksa dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan

Kewenangan

Hak imunitas jaksa pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang
diberikan untuk menjamin independensi jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, bukan
sebagai hak yang memberikan kekebalan mutlak dari pertanggungjawaban hukum. Hal
tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung sebelum dilakukan pemanggilan,
pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, atau penahanan terhadap jaksa. Namun demikian,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXII1/2025 menegaskan bahwa perlindungan
tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.

Secara normatif, hak imunitas hanya berlaku sepanjang tindakan jaksa dilakukan
dalam ruang lingkup kewenangannya, beritikad baik, dan tidak mengandung unsur
penyalahgunaan wewenang. Apabila jaksa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, maka perlindungan tersebut
kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi telah
mempertegas bahwa hak imunitas merupakan imunitas fungsional (functional immunity) yang
bersifat terbatas dan harus diimbangi dengan asas legalitas, akuntabilitas, serta larangan

penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



tentang Administrasi Pemerintahan dan dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (2011)
mengenai pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam
penggunaan kewenangan oleh pejabat publik.

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025

terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Jaksa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi
yuridis yang signifikan terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa sebagai aparat penegak
hukum. Sebelum putusan tersebut, adanya persyaratan persetujuan Jaksa Agung dalam proses
hukum terhadap jaksa sering dipandang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,
memperlambat proses penegakan hukum, serta menciptakan kesan adanya perlakuan istimewa
yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi, mekanisme tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas tanpa
menghilangkan perlindungan terhadap independensi profesi jaksa dalam menjalankan
tugasnya. Dari perspektif negara hukum, setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas
penggunaan kewenangannya sesuai prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan
akuntabilitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jaksa tidak dapat dimaknai
sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai perlindungan yang bersifat proporsional dan
terbatas pada pelaksanaan tugas jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara independensi penuntutan
dan pertanggungjawaban hukum hanya dapat diwujudkan melalui pengaturan yang
memberikan perlindungan terhadap tindakan jabatan yang dilakukan dengan itikad baik,
namun tetap membuka ruang bagi proses hukum apabila terdapat dugaan penyalahgunaan
kewenangan atau tindak pidana. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XXII1/2025 memperkuat implementasi prinsip negara hukum dan equality before the

law dengan menempatkan seluruh warga negara, termasuk jaksa, dalam kedudukan yang sama



di hadapan hukum tanpa menghilangkan jaminan independensi dalam pelaksanaan fungsi
penuntutan.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas jaksa berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan bentuk
imunitas fungsional yang bertujuan melindungi independensi jaksa dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya, bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa perlindungan tersebut hanya
berlaku sepanjang tindakan jaksa dilakukan dalam lingkup kewenangan, berdasarkan itikad
baik, serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, apabila
jaksa melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, maka
perlindungan imunitas tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pertanggungjawaban
hukum karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan equality before the law.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi
yuridis terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa dengan menghilangkan hambatan
normatif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Putusan tersebut memperkuat prinsip akuntabilitas dan persamaan di hadapan hukum tanpa
menghilangkan kebutuhan akan perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan
fungsi penuntutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan profesi dan
pertanggungjawaban hukum menjadi syarat utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana
yang berkeadilan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang

melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi jaksa dengan

merumuskan batasan hak imunitas yang lebih jelas, tegas, dan proporsional sehingga tidak



menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia perlu
memperkuat mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik sebagai instrumen
pencegahan penyalahgunaan kewenangan, tanpa mengurangi independensi jaksa dalam
menjalankan tugas penuntutan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara hak imunitas pejabat
publik, prinsip negara hukum, dan equality before the law dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.
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